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SALINAN 
 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat: 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang . . . 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014     Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6868); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan . . . 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Terbit Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6197); 

15. Peraturan . . . 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaTerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan  

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mengeri 

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan  

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 

22. Peraturan . . . 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 84 TAhun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 

1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 92); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 74) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 

1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 104); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri A); 

27. Peraturan . . . 
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27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 

2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 

2 Seri A); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 

Nomor 1 Seri E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

DAN 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan ekuitas; 

e. neraca; 

f. laporan arus kas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan 

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah. 

 

Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut: 

(1) Pendapatan Daerah Rp33.767.866.236.628,02 

(2) Belanja Daerah Rp34.284.843.386.827,44 

Defisit (Rp    516.977.150.199,42) 

 

(3) Pembiayaan Daerah  

a. Penerimaan Rp  5.046.324.786.552,37 

b. Pengeluaran Rp     732.398.622.240,00 

Pembiayaan Neto Rp  4.313.926.164.312,37 

 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 sebagai berikut: 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah 

sejumlah Rp941.583.933.402,02 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Anggaran Pendapatan Daerah  

setelah perubahan  Rp32.826.282.303.226,00 

b. Realisasi Rp33.767.866.236.628,02 

Selisih Lebih Rp     941.583.933.402,02 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah  

(Rp2.855.365.080.710,56) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja Daerah  

setelah perubahan  Rp37.140.208.467.538,00 

b. Realisasi Rp34.284.843.386.827,44 

Selisih Kurang (Rp 2.855.365.080.710,56) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah  

Rp3.796.949.014.112,58 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Defisit setelah  

perubahan  (Rp  4.313.926.164.312,00) 

b. Realisasi (Rp    516.977.150.199,42) 

Selisih Lebih (Rp  3.796.949.014.112,58) 

(4) Selisih . . . 
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(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan Rp  5.046.324.786.552,37 

b. Realisasi Rp  5.046.324.786.552,37 

Selisih Rp                             0,00 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 

pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan Rp     732.398.622.240,00 

b. Realisasi  Rp     732.398.622.240,00 

Selisih Kurang   Rp                             0,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 

sejumlah   

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah 

perubahan   Rp  4.313.926.164.312,37 

b. Realisasi  Rp  4.313.926.164.312,37 

Selisih Lebih  Rp                             0,00 

 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 

2023 sebagai berikut: 

(1) Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp4.446.324.786.552,37 

(2) Penggunaan SAL    Rp4.446.324.786.552,37 

(3) Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran  Rp3.796.949.014.112,95 

(4) Koreksi Kesalahan Tahun  

Sebelumnya  Rp                            0,00   

(5) Saldo Anggaran Lebih Akhir  Rp 3.796.949.014.112,95 

 

Pasal 5 . . . 
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Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 

(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

(1) Jumlah Pendapatan - LO  Rp35.383.989.904.872,07 

(2) Jumlah Beban  Rp33.748.132.759.513,71 

(3) Surplus Kegiatan Operasional  Rp  1.635.857.145.358,36 

(4) Surplus Non Operasional  Rp       68.131.487.560,69 

(5) Jumlah Pos Luar Biasa  Rp                             0,00 

(6) Surplus Laporan Operasional  Rp   1.703.988.632.919,05 

 

Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 1    ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan  31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

(1) Ekuitas Awal Rp49.871.350.468.079,29 

(2) Surplus LO   Rp  1.703.988.632.919,05 

(3) Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan (Rp        5.456.086.134,77) 

(4) Ekuitas Akhir Rp51.569.883.014.863,57 

 

Pasal 7 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e 

per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

(1) Jumlah Aset Rp52.178.550.993.163,70 

(2) Jumlah Kewajiban Rp     608.667.978.300,13 

(3) Jumlah Ekuitas Rp51.569.883.014.863,57 

 

Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2023, sebagai berikut: 

(1) Saldo Kas per 1 Januari  

Tahun 2023  Rp   4.447.942.105.131,62 

 

(2) Kenaikan . . . 
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(2) Kenaikan/Penurunan Kas selama Periode 

a. Arus Kas dari Aktivitas  

Operasi Rp   2.172.197.713.626,28 

b. Arus Kas dari Aktivitas  

Investasi (Rp   2.812.396.863.825,70) 

c. Arus Kas dari Aktivitas  

Pendanaan (Rp         9.176.622.240,00) 

d. Arus Kas dari  

Aktivitas Transitoris   Rp          1.373.275.387,52 

Penurunan Kas selama  

Periode (Rp      648.002.497.051,90) 

(3) Saldo Kas Akhir per  

31 Desember Tahun 2023  Rp   3.799.939.608.079,72 

 

Pasal 9 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud           

Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas               

pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas: 

(1) Lampiran I  : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.1  : Ringkasan Laporan Realisasi 

Anggaran menurut  Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 

menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan;  

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, dan Jenis Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran . . . 
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Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan; 

(2) Lampiran II  : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

(3) Lampiran III  : Laporan Operasional; 

(4) Lampiran IV  : Laporan Perubahan Ekuitas; 

(5) Lampiran V  : Neraca  

(6) Lampiran VI  : Laporan Arus Kas; 

(7) Lampiran VII  : Catatan atas Laporan Keuangan. 

(8) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

(9) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan 

Piutang Tidak Tertagih; 

(10) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir 

dan Penyisihan Dana Bergulir; 

(11) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah    Daerah; 

(12) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 

Penambahan dan   

 Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

(13) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

(14) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi 

Dalam     

 Pekerjaan; 

(15) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

(16) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

(17) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

(18) Lampiran XVIII  :  Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

(19) Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 

anggaran 2023 dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

 

(20) Lampiran . . . 
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(20) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah, terdiri atas: 

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 

Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; dan 

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 11 

Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023. 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  22 Agustus 2024 

 

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

ttd. 

 

           ADHY KARYONO 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal  22 Agustus 2024  

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, 

 

ttd. 

 

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si. 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI A. 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (2-163/2024) 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BIRO HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

 

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP 19690129 199303 2 001 
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